
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan menyesuaikan dengan 

perkembangan regulasi dan kebijakan Pemerintah untuk 

peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik 

sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah, maka 

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 

Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Teladan, 

sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan 

hukum saat ini, sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Wajib 

Pajak Teladan; 

BUPATIKARANGASEM, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK TELADAN 

TENT ANG 

BUPATIKARANGASEM 

PROVINS! BALI 

PERATURANBUPATIKARANGASEM 

NOMOR 22 TAHUN 2021 

Stamp



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 

Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak 

Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 

2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Ka bu paten Daerah Penerangan Jalan (Lembaran 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air 
Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 

2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 7); 

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 

Nomor 8); 

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 

Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 

Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak 
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Karangasem Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 

14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak 
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 

2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 ten tang 

Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 

Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Karangasem Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak 

Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 

Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Karangasem Nomor 15); 

16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 ten tang Pajak 

Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 16); 

17. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Pajak 

Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 

2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Karangasem Nomor 17); 

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 

Nomor 12); 

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 

Nomor 8); 
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c. Wajib Pajak BPHTB; 

d. Wajib Pajak Penerangan Jalan; 

e. Wajib Pajak Hotel; 

f. Wajib Pajak Restoran; 

g. Wajib Pajak Hiburan; 

h. Wajib Pajak Reklame; 

1. Wajib Pajak Parkir; dan 

J. Wajib Pajak PBB-P2. 

(1) Kategori penghargaan kepada Wajib Pajak yang diberikan kepada Wajib 

Pajak dengan kriteria tertentu meliputi: 

a. Wajib Pajak Air Tanah; 

b. Wajib Pajak MBLB; 

Pasal 3 

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 

Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Teladan (Berita Daerah 

Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 41) ditambahkan 1 (satu) ayat 

yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB 

PAJAK TELADAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem 
Online Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3); 

21. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Teladan 
(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 
41); 
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SEM TAHUN 2021 NOMOR 22 

H KABUPATEN KARANGASEM, SEKRETARIS 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal O Mei 2021 

1 I GEDE DANA 

Ditetapkan di Amlapura 

pada tanggal 20 Mei 2021 

'BUPATIKARANGASEM, ~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Karangasem. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(3) Kriteria tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
Wajib Pajak bersedia mendukung segala kebijakan Pemerintah. 

(2) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
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